
BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR.Qi TAHUN 2017

TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN DOKUMEN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI USAHA KECIL DANMENENGAH KAB. MAMUJU TENGAHD

BUPAT! MAMUJU TENGAH,

Menimbang : a. dengan ditetapkannya Peraturan Deerah
Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 07 Tahun 2016
tentang Pembentukan Organisasi Perangkat

Kabupaten Mamuju Tengah (Lembaeran
Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016

N 7) maka pertu ditetapkan Surat Peraturan
Bupati Mamuju Tengah tentang PendelegasianPenandatangananDokumen Perizinan
dan Non Perzinan Kepada Kepala Dinas

Modal, PelayananTerpadu Satu Pintu,
Usaha Kecil danMenengah;

b. behwa dalam rangka meningkatken kualitas
publik di bidang perizinan yang cepat,

efektif, efisien, dan transparan dalam wilayah
Kabupaten Mamuju Tengah perlu adanya
pend ie Des Penaraman Matakepada Kepala Dinas Penanaman

Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah untuk

menandatanganiPerizinandan Non Perizinan.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan echagaimana

pada huruf a dan huruf b, maka
pertu menetapkan Peraturan Bupati

Mamuju Tengah tentang o_oPenandatanganDokumen Perizinan
dan Non Perizinan' kepada Kepala Dinas

Modal, PelayananTerpadu Satu Pintu,
Usaha Kecil danMenengahKab.Mamuju

Tengah untuk Menandatangahi Dokumen
dan

Non Perizinan.
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g
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
tukan Daerah-Dacrah Tingkat I a

Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74,
Lembaran Negara Nomor 1822);

a



2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

(Lemberan Negara Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262)

eebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun

1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
. Nomor 3566};

d

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambehan
Lemberan Negara Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaeran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinai Sulawesi Barat (Lemberan
Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4422);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437), sebagimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005S tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-
Undang (Lemberan Negara Tahun 2007 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007

Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4724);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor

5038);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang

Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah
di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara
Tahun 2013 Nomor 19 Tambehan Lemberan

Negara Nomor 5397);N



11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun
2014 Nomor 6, Tambehan Lembaran Negara
Nomor 5494);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Deerah (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
LembaranNegara Nomor 1578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan
LembaranNegara Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem iInformasi Keuangan Daeerah

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembearan Negara
Tahun 2005 Nomer 150, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4585);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelayanan
Perizinan Terpadu;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (LembaeranNegara Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum
Deerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 42);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju
Tengah;

N

DP
a

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PENANDATANGANAN DOKUMEN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
PAT AWTALZAM RALTLAS petavaNan THOPANII



SATU PINTU, KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH KAB. MAMUJU TENGAH.

BABI
KETERTUAN UMUM

Pasal1
Dales Peratusan Bupati jai yang dimakesud
dengan:
a. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah.
b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah

MD

a9

Kabupaten Mamuju Tengah yang terdiri dari
Bupeti Mamuju Tengah beserta Perangkat
Deerah Otonom yang lain sebagai Badan
Ekeekutif Daerah.
Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan
Terpedu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah adalah Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten Mamuju
Tengah.
Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya
disebut PTSP adalah pelayanan secara
terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai
dari tahap permohonan sampai dengan tahap

Penyelesaian
produk pelayanan melalui satu

MB
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f. Persyaratan adalah syarat-syarat yang haru

pelayanan perizinan dan
& Pendelegasian kewenangan adalah kewenangan

yang dilimpahkandan tidak merubah kekua
hukum /legalitas memiliki Ikelkuatan
hukum yang
Pelayanan Perizinan adalah erbitkan izin

dari keabsahanhingga semua
telah dipenuhimeliputi Kepemilikan, Kelayakan,
Pengelolaan, Operasionaldan Penempatan
Usaha sertamendirikan
Pelayanan Non Perizinan adalah menerbitkan
dokumen sehingga semua persyaratan dari
keabeahan telah dipenuhi meliputi Kepemilikan,
Kelayakan, Pengelolaan,

patan Usaha.
Tim Tekhnis/Pertimbangan adalah tim yang
dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati yang
memilild kewenangan dan tugas memberikan

j.



pertimbangan tekhnis, terkait dengan jenisperizinanyang akan diterbitkan.k, Unit kerja tekhnis adalah unit kerja yang tugasdan fungsinya terkait dengan jenis perizinan dan
Pimpinan unit kerja tekhnie adalah KepalaSatuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait
dengan jenis Perizinan dan Non Perizinan yang

n.aan
perizinan yangL

n~ diterbitkan.

na

Bagian PertamaAzas Pendelegasian kewonangan Bupati
Pesal2

Azas-aras Pendelegasian kewenangan Bupatiadalah pedoman atau acuan daser dalama
ee eekepada Kepala Dinas PenanamanPelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi VeaKecil dan Menengah dalam memberikan pelayanandan penandatanganan perisinan dan nonperizinan.
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Pasal3
Azas aszas Pendelegasionkewenangan terdiriates:
1.Azas kecermatan dan ketelitian adalahmenyelenggarakan kewenangan yang telahdilimpahkan,harus dilaksanakan dengan penuh
layanan perizinan dan non perizinan memenuhikepatutan hukum dan tidak bertentangandengan ketentuan dan peraturan perundang-

an

undanganyang beriaku2.Azas kecepatan dan <ketepatan adalahPendelegasian kewenanganyang telah diberikanharus dapat mendukung kelancaran danketertiban pelayanan serta cepat dan tepatsesuaj standar pelayanan.3. Azas transparanaiadalah dalam melakeanakanpelayanan harus dapat memberikan informasiyang jelas dan benar, baik yang terkait denganproeedurdan mekaniame paelayanan maupunwaktu penyelesaianeerta beban biaya /biayaatimiriatrasi
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4. Azas pertanggungjawabanadalah setia
Pperizinan dan
harus dapat diertanggungj bkan dari
keabsahan, isi, format, persyaratan,

proeedur dan mekanismenya.
5. Azas ketertibanadalah dalam men

kewenanganyang dilimpahkan kepada Kepela
harusmemperhatikantertib pelayanan

Ppencatatan, pengarsipan, dan

1. Pendelegasian kewenangan dan _pengalihan
tugas pengelolaan perizinan dan
dari unit kerja tekhnis yang
sebelumnya kepada Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.» Koperasi U
Kecil danMenengahKabupaten Mamuju
hanya bersifat administratif,
pembinaan dan pengawasan tetap menjadi
tanggungja yang
bersangku

wab unit kerja

2. Sifat administratifsebagaimana dimakesud pada
tu) adalah penerbitan dan1

penandatanganan

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YARG
DILIMPAHKAN

FF

Bagian Kedua
Jenis-Jenis Perizinan

PasalS
Jenis-jenis perizinan yang dilimpahken dan
dialihkan kewenangan pengelolaan dan penerbitan
izin serta penarikan retribusinya,kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Mamuju Tengah, sesuai dengan
lampiran Peraturan Bupati Mamuju Tengah Ini.
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Bagian Ketiga
Jenia-JeniaHoa Perisinan



Jenis-jenis Non-Perizinan yang dilimpahken dan
kewenangan pengelolaan, penerbi

dan penarikan retribusinya kepada Kepala

Satu Pintu, Koperasi UsahaKecil dan Menengah
Kabupaten Mamuju Tengah, sesuai dengan
lampiran Peraturan Bupati Mamuju Tengah ini.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
NdU

Pasal7

Untuk jenis perizinan yang memerlukan kajian,k
peninjauanlapangan dan pertimbangan

perizinan sebagaimana dimaksud pasal 5 dan
pasal 6, sebelum diterbitkan harus dibuat
rekomendasi dari hasil kajian, peninjauan dan
Ppertimbangan tekhnis layak dan/atau tidak

kerja tekhnis terkeit dan atau oleh tim
pertimbangantekhnis yang dibentuk.

dari jenis-jenia pelayanan perizinan

layak penerhitan bagi pemohonoleh unit

Pasal8
Unit Kerja tekhnis dan atau Tim PertimbanganTeknis dalam melakukan Kajian, Peninjauan
lapangan dan Pertimbangantekhnis di bawahkoordinasiKepala Dinas.

n

BAB OI
KETENTUAR LAIN-LAIN

B

Pasal9
1.Penambahan dan atau pengurangan jenis-
jenis perizinan dan jenis - jenis non perizinan
ewebagaimana tereebut dalam Lampiran
Peraturan Bupati ini menjadi kewenangan
Bupati Mamuju Tengah.

non

M

2. Ketentuan - Ketentuan lain yang belum diatur
dalam peraturan Bupati ini yang sifatnya
Khusus dan teknis, akan diatur lebih lanjut
dengan keputusan Bupati

nbnnkK
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LAMPIRAN
WOMOR
TANGGAL
TERTARG

: PERATURAN BUPATIMAMUJU TENGAH
3 TAHUN 2017
2 JANUARI 2017
: PENDELEGASIAN KEWENANGANPENANDATANGANAN DOKUMEN PERIZINANDAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINASPENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADUSATU PINTU, KOPERASI USAHA KECIL DANMENENGAH KAB. MAMUJU TENGAH.

Pertsinan-Perisinan

Sektor Penanaman 1.
2.

3.

7.
8.
9.

lzin PrinzipPenanamanModal.
Izin Prinsip Periuasan PenanamanModal.
Isin Prinsip Perubahan Penanaman
Modal.
Izin Usaha.
isin Usaha Penggabungan Perusahaan
PenanamanModal (Merger).
Insentif Daerah dan/atau kemudahan
PenanamanModal di daerah Sesuai
Kewenangan Badan Penanaman
Modal.
Layanan Informasi Penanaman Modal.
Legalisir Perijinan.
DaftarUlang Perijinan.

10. Pembatalan /pencabutan Perizinan
Penanaman Modal.

Sektor Perhubungan,
Komunikasi dan

isin AngkutanDalam Trayek
Isin Jase Titipan.
Izin Warnet.
Isin Lembaga Penyiaran.
Izin TV Berlangganan.
lzin BTS /Tower.
Izin Penyelenggaraan
Pembangunan Fasilitas Parkir.

dan

Surat izin Usaha Perdagangan(SIUP).
Tanda Daftar Perusahaan(TDP).
Tanda Daftar Gudang (TDQ).
Surat Tanda Pendaftaran Waralaba.

U4.
nU5.

d6.

PnD

nyP

a’2.
v3.
L4.
T
B6.

7.
n

3 | Sektor Perindustrian,| 1
Perdagangan, a2.
Pertambangan, gI G3.



Izin Usaha Industri.
Surat Izin Usaha Pinjam.
Surat Keterangan Terdaftar (SKT).Permohonan Persetujuan Prinzip

9. Rekomendasi Pertambangan.10. Tanda DaftarIndustri.
11. Surat isinUndang-UndangGangguan

(HO).
12. Surat sin Tempat Usaha (SITU).
13.Izin Useha PerdaganganMinumanBeralkohol.

en
on

1. Pelakeanaan Penempatan Tenaga
KerjaIndonesiaSwasta (PPTKIS).

2. Lembaga PenempatanTenaga Kerja
Swasta (LPTKS).
Perizinan dan PendaftaranLembaga
Pelatihan Kerja.
Izin Apotek.
Isin Praktek Dokter.
Izin Praktek Bidan.
Izin Prakter Perawat.
Izin Toko Obat.
Surat Izin Kerja Apoteker.
Surat Izin Kerja Asisten Apoteker
Surat len KerjaPerawat
Surat [Zn KerjaPerawatGigi

10. Surat Ixin Kerja Radiografer
11. Surat Izin Kerja RefragsionisOptisen
12. Ilzin Praktek Pengobatan Traditional
13. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA).
14. Surat [xin Klinik.
15. IzinPendirianOptik
16. Izn Praktek Fisioterafisa
17. Izin PendirianBalai Pengobatan
18. IzinPenyelenggaraanRumah Bersalin
19. Izin Analisis Kesehatan
20. Izin Pendirian Rumah Sakit Tipe C

dan D.
21. Surat Izin Kerja Bidan.
22. Izin PenyaluranAlat Keechatan (PAK).
23.Isin Usaha Micro Obat Traditional

(UMOT).
24. Penerbitan izin Produlai Makeanan

dan Minuman Pada Indnatri Bumebh
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1. Rekomendasi Izin Undian Cratis
Berhadiah (UGB).

2. Tanda Terdaftar bagi Organisasi
Oraoa/LSM/UKS/ yang _ bergerak
dibidang Kesejahteraan Sosial.

3. Penerbitan Izin Pengumpulan
Sumbangan Dalam Deerah
Kabupaten/

Sektor Pertanian,
Peternakan
Perkebunan

dan
1. Izsin pemasukan/pengeluaran ternak

bibit/ potong
2. Izin Pemasukan/pengeluaran ternak

kesayangan.
3. Isin pemasukan/pengeluaran Bahan

Asal Hewan (BAH) dan Hasil Bahan
Asal Hewan (HBAH).

4. Isin Obat Hewan.
5. SertifikasiProduk Prima 3 dan Prima

2
6. isin Ueaha Peternakan
7. lsin Usaha Pemotongan

Hewan /Ternak.
8. Surat Keterangan Pengeluaran Ternak

Potong Antara Daerah Wilayah SUL-
BAR.

9. RekomendasiUsaha Pengembangan
dan Penggemukan fTernak di
Kabupaten Mamuju Tengah.

10. SuratKeteranganTernak Sehat
11. Surat KeteranganHasil Pemerikeaan

Ternak (vieum) dan Berita Acara
Kematian Ternak.

12. Surat Keterangan Bebas Penyakit
Reproduksi.

13. Izin Usaha Perkebunan(IUP).
14. lzin Usaha Perkebunan Budidaya

(TUP-B).
15.lzin Usaha Perkebunan untuk

Pengolahan (TUP-P).
16. Perubahan CKapasitas Perubahan

Hasil.
17. Tanda Registrasi Useha Perkebunan

(TRUP).
18. Rekomendasi Teknis Kesesuaian

Lahan
19. Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya

6 | Sektor
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20. Surat Tanda Daftar Usaha Industri
Pengolahan Haai]l Perkebunan (STD-
Ph.

Sektor Tata Ruang
dan Kebersihan

Bangunan.
Balik Nama tIzin Mendirikan
Bangunan.
Duplikat Izin Mendirikan Bangunan.
Rekomendasi Persampahan.
Izin Usaha Jasa Konstrukai.

Lzin Pembangunan dan

Pengembangan Perumahan.
W
EN

A
A

Izin Pembukaan Kantor Cabang
Izin Lokasi Perumahan
Lzin Lokasi Perkebunan
Izin Lokasi Reklamasi
Izin Lokasi Pelabuhan
Izin Perubahan Untuk Berbagai
Sektor Usaha.
Rekomendasi Perumahan.
Usulan dan Fasilitas Pembebasan
atau pengurangan Pajak Penghasilan
(PPh) Badan Untuk Penanaman Modal

dibidang Uhasa Tertentu dan/atau di
dactrah-daerah tertentu.

9. Usulan dan Fasilitas Pembebesan
Atau pengurangan pajak penghasilan
(PPh) Badan.

10. Angka Pengenal Importir Produsen

(API-P}.
11. Angka Pengenal [mportir Umum (API-

|

U).
12. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja

13. Rekomendasi Visa Untuk Bekerja
(TA.O1).

SN
AK
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H
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10 1. Isin Usaha Hotel, Penginapan dan

Rumah Makan
2. Rekomendaasi Kegiatan
3. Rekomendasi Peminjaman FPasilitas

Umum

Izin Mendirikan Bangunan (IMB
2. IzinPemasanganR
3. Perubehan
4. Pemecahan Izin Mendirikan

E
I P

u

9 Sektor

A
R
Asing (RPTKA)

Sektor Pariwisata
ho



20.Surat Tanda Daftar Usaha Industri
PengolahanHasil Perkebunan (STD-
P).

SektorTata Ruang
dan Kebersihan

Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Ixin Pemasangan Reklame.
PerubahanFungsi Izin bangunan.
Pemecahan Izin Mendirikan
Bangunan,
Balik Nama Izin Mendirikan
Bangunan.
Duplikat Izin Mendirikan Bangunan.
Rekomendasi Persampahan.
Izin Usaha Jasa Konstrukai.
Izin Pembangunan. dan

Pengembangan Perumahan.
w
w

Sektor Ekonomi IzinPembukaanKantor Cabang
Tin Lokasi Perumahan
Izin Lokaai Perkebunan
izin Lokasi Reklamasi
Izin Lokasi Pelabuhan
Izin Perubahan Untuk Berbagai
Sektor Usaha.
Rekomendasi Perumahan.
Usulan dan Fasilitas Pembebasan
atau penguranganPajak Penghasilan
(PPh) Badan Untuk PenanamanModal
dibidang Uhasa Tertentu dan/atau di
dacrah-daerah tertentu.

9. Usulan dan Fasilitas Pembebaean

Atau penguranganpaejak penghasilan
(PPh) Badan.

10, Angka Pengenal Importir Produsen
(API-P).

11. Angi Pengenal Importir Umum (API- |
U).

12.Rencana Penggunaan Tenaga Kerja
Asing (RPTKA).

13. RekomendasiVisa Untuk Bekerja
(TA.O1).

10 Sektor Pariwisata 1. Izin Usaha Hotel, Penginapandan
Rumah Makan

2. Rekomendasi Kegiatan
3. Rekomendasi Peminjaman Fasilitas

Umum |
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11 Sektor Lingicungan
Hidup

1. Surat Isin Pembuangan Limbah
Lingkungan.2. Izin Pemanfaatan Limbah CairIndustri.

3. Izin Penyimpanan Sementara LimbahB3.

\poran
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